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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

DENGAN
YAYASAN KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK SULTENG
NOMOR : W.24. HN.04.03-757
Pada har ini Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 berempat di Kantor

Wilayah Kementenan Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah
inf ;

. MNama Rakhmat Renaldy
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementarian Hukumn Sulawesi Tengah
Alamat . JI. Dew Sartika No. 23 Palu

Dalam hal inl berindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya disebut
sebagal PIHAK KESATU,

Il. MNama . Adnani
Jabatan . DirekturlKetua Yayasan Komunitas Peduli Perempuan Dan
Anak Sulteng
Alamat JI. Mulawarman Mo. 585 Kel, Besusu Barat Kec, Palu Timur,
Kota Palu

Oolom hal ini bertindak untuk don atas nama Yayasan Momunitss Podull
Perampuan Dan Anak Sulteng. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

FPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK terebih dahulu menjelaskan

8. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.

b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pmpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus verfikasl dan akreditasi sebagai Pemberi
Bantuan Hukum pericde tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum MNomor MHH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi
Jantuan Hukum yang Lulus Verfkasl dan Akraditasl sebagai Memben Dantuan
Hukum Pericde Tahun 2025 sd 2027 dan Keputusan Menteri Hukum MNomor
M.HH-6.HN 04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang
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14,

Dafiar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah
kementerian Hukum Provinsl Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor . SP DIPA-
13511.2.693116/2025 Tanggsl 21 Februan 2025

Baerdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan

menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
dengan ketentuan sebagai berikut ;

BaB |
KETENTUAN UMUM

Fagal 1

Dalam Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

(1)

{2

Badan Pembinaan Hukum Masional yang salanjutnya disingkat BPHN adalah unit
kena pada Kementeran Hukum selaku Penyelenggara Bantuan Hukum.,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.
Fanitia Pengawas Pusal yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kera
khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki
fugas 0Oan fungs: pengawasan, pemantauan, dan evaluasi ternadap
penyelenggarasn bantuan hukum

Fanitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kemenierian Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengewasan, pemantauan. dan evaluasi terhadap
penyalanjgaraan hantuan hukum di daerah

Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pamberian layanan Bantuan Hukum.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanagn bantuan hukum baik
sacara berkala maupun insidentil yang dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Evaluasi adalah penilaian atau pengukuran dalam rangka perbaikan pelaksanaan
bantuan hukum

Sistern Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang
pelaksanaan peamberian bantuan hukum

Hari adalah hari kerja.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJLIAN

Pagal 2
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Peranjian Palsksansan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk memberikan
kepastian pembernan bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang

miskin dan penysaluran anggaran bantuan huken Kepads Pember Banmtuen Hukum
di Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Paranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi :

8. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tate
Usaha Negara, pada tahap :

Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;

Parsidangan di Pengadilan Tingkat |

Paersidangan di Pengadilan Tingkat Banding |

Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau

Feninjauan Kembali

b Femberian Bantuan Hukum Mon Litigasi dalam kegiatan :

FPameuluhan Hukum:

Konsultasi Hukum;

Investigasi Kasus, baik secara elektranik maupun nonelektronik;

Fenelitian Hukurm;

Mediasi,

MNagosiasi,

Femberdayaan Masyarakat,

Fendampingan di liar pengadilan; dan/atau

Drafting dokuman hukum.

€. Hak dan kewajiban, jangka wakti, mekanisme penyelesaian perselisihan,
peranjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (addendum), sanksi, dan
keadaan kahar (force majeurs)

1}
2)
&)
4
5)

1)
2)
3)
4)
)
6
7
8)
9)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut
3. PIHAK KESATU

1)

2)

Hak:

a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan danvatau mempublikasikan
dokumen hasil pemberian bantuan hukum;

b)  Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDLA
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanasn Bantuan
Hukurm ini.

Kewajiban:

8) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesual dangan kebijakan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan,

o)  Memfasiliasi proses pencairan anggaran bantian hukum berdasarkan

c)

hasil pekeraan yang telah dilaksanakan cleh PIHAK KEDUA:
Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantavan dan
avaluasi pelasksanaan bantuan hukum.



b.

{1)

(£)

(3)

(4)

PIHAK KEDUA
1) Hak .

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan
hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK
KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

2] Kewajiban

a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin dengan sebaik-balknya sesual dengan standar layanan
bantuan hukum dalam ruang lingkup pekenaan yang diatur pada
Perianjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini

b) Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum
secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai
dengan kebijakan dan peraturan yvang ditetapkan.

€} Mengajukan kelengkapan dokumen pancairan anggaran  bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
(lima} hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi).

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
(ima} har setelah pekerjaan selesai atau dokumen penanganan
perkara diterima (untuk kegiatan litigasi).

BABV
ANGGARAN BANTUAN HUKLIM

Pasal &5
PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA

untuk melaksanakan pemberan bantuan hukum kepada crang atau kelompok
orang miskin sebesar

ho.  JENIS BANTUAN |— A .
HUKUM | Perkara/Kegiatan 2025 S HTI"_:I"I;"::“m e
1 | LITIGASI Rp. 12.000.000 - I
— Rp. 14 700.000 -
| 2 | NONLITIGASI Rp. 2.700.000,-

TR Fe R e

Dengan rincian sebagaimana terlampir,

Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sersumbsr  dar DIPA Kantor Wilaysh Kementarian Hukum Provinsi Sulawesi
TengahTahun Anggaran 2025

Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenal Besaran Blaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Dalam hal anggaran bantuan hukum [tigasi maupun non litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telsh terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada crang atau kelompok
orang miskin secara mandin/probono.

Lt



(1)

(2}

(1)

(2)

1)

12}

(3)

4

BAB W
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Fazal 6
FIHAK KESATU berhak mengalinkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasi|
pemantauan dan evaluasi,
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Fanwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat
dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama {(anggaran litigasi ke litigasi dan
anggaran non litigasi ke non litigased)
Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tshapan perkara dan/atau

kegiatan yang telah terbayarkan danlatau yang permohonannya telah terverifikasi
dalam Sidbankum.

Pasal 8

Fengalinan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan

lebih lanjut datam Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambszhan

(addendum) sebagai bagian yang ftidak terpisahkan dalam Peranjian

Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat dilakukan

pada Triwulan || dan/atau Triwulan IIl Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaanya

dilakukan oleh BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat dengan mempertimbangkan
persentase serapan anggaran bantuan hukum dan/atau hasil pemantauan dan
avaluasi penyelengoaraan bantuan hukum

Perjanjian Palaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan II

sebagaimana ayat (2) dilakeanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Peranjian Peiaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA, telah menyerap 50% atau lebih dan anggaran yang
teraadia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari
Femben Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan |l tidak
mencapay 30% dan anggaran yang tersedia;

b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya fidak mencapai 50% hingga
pada triwulan |l sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan paling
banyak 70% dar sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pember Bantuan Hukum yang
telan menyerap 50% dar anggaran yang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pember Bantuan
Hukum (IKP) dalam e-monev, dan/atau hasii pemantauan dan evaluasi.

Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan 1|

sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Peranjian Pelaksanaan Banwan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara FIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dan
Fember Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan Il tidak
mencapal 80% dari anggaran yang tersedia;

b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya fidak mencapai 80% hingga



(s)

(B)

(1

(2}

(1)

(2)

2

{4)

(3)

(6)

pada triwulan Il sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh
sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Banluan Hukum yang
telsh menyerap 100% dar  anggaran yang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersadiaan anggaran, Indeks Kinera Pember Bantuan
Hukum (IKPF) dalam e-monav, dan hasil pemantauan dan evaluasi;
Selain pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) =sampai
dengan =yat (4], pihak KESATU dapat melakukan Peranjan Pelaksanaan
Bantuan Hukum Tambahan (addendum) atas kebijakan Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) selaku Panitia Pengawas Pusat dan/atau kebijakan lain
pamerintah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi.
Dalam hal setelah Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(aadendum) dilakukan terjadi ketidakaktifan atau kurang aktif dan PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan
pengalihan anggaran kambal dengan ketentuan yang diatur kernoadian

Pasal 9

Dalam hal Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tarmbahan (addendum) tidak
ditandatangani olah PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK
KESATU fetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan teriebin
danuiu dar PIHAK KEDUA.

Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan
pemantauan dan avaluasi oleh PIHAK KESATL.

BAR VI
JANGEA WAKTU

Pasal 10
Peranjian Pelakzanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari
2025 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2025,
PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sejek tanggal 02 Januari
2025 sampal dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
berakhir.
Dalam hal batas wakiu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan
pembayaran pada tahun berikutnya.
Pembayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini.
Pembayaran anggaran bantuan hukum ltigast hanya dilakukan untuk perkara
yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun beralan sesuai berakunya
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
Fembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2024
yang berlanjut ke tahun 2025 hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2025,

Paszal 11

Pendampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan Monlitigasi yang
dilzksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan



tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandirilprobono tanpa
meaialul AFBN dan dilaporkan meadalui fitur Bankum Mandiri dalam Sidbankum.

BAB Vil
PEMCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permchonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU bemdasarkan persetujuan dar Kelua Panwasda.

(2) Fersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan
keleyakan dokumen tagihan sesuai ketentuan sebagai dasar pembayaran atas
pembarian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (reimbursement).

{3) Pengajuan dan persatujuan dokumen sehagsimana dimaksud pada ayat (1) dan
{2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum

(4) Pembayaran yang dilakukan olsh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan melalui Hantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara
langsung (L3) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

{9) FIHAK KESATU wajib mengunggsh Surat Penntan Pencairan Dana (SPZ0) dalam
zggﬂs; Sidbankum satelah pambayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK

(8) FIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan
kepada PIHAK KESATU

(7} Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (B) dapat dianggap sebagai
pelanggaran.

Pasal 13
(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagai realisasi
anggaran.
{2} Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagal objek pemantauan dan evaluasi

PIHAK KESATU serta menjadi dasar perimbangan penetapan anggaran pada
tahun berkutnya.

BAB X
SANKS!

Pasal 14

(1} Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakikan oleh PIHAK
KESATL terdapat palanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh
PIHAK. KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Panwaspus untuk memberkan sanksi kepada PIHAK KEDUA sehagaimana diatur
dalam Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia
Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedeman
Kepala BPHN Momor PHN-55.HN.04.03 tahun 2021 tentang Standar Layanan
Bantuan Hulkum.

(2} Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi
sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



{1}

(2)

(3)

()

(1)
(2)

(1)

{(2)
()

(4)

BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 15
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi Pedanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun
tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure).

kKedaaan kahar sehagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendali
dan kemampuan PARA PIMAK berupa bancans alam, ksbakaran yang tidak
disengaja. banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pamberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan teronsme.

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian
Pelakeanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengarushi oleh Foroe
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empsat belas)
han setelah terjadinya Force Majeure.

Kerugian yang diderta dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai
akicat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK
KESATU, demikian pula sebaiknya.

BAB Xl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16
PARA PIHAK dalam Perdanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk
sapanuhnya mengikuli peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang fimbul dari atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sera akan
diadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berkuinya.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeteral cukup vang masing-
masing mampunyai kekuatan hukum mengikat yang sama
Biaya Meteral uniuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA,
Hal-hal iain yang beium digtur dalam Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) sebagai satu kesatuan Vang
tidak terpisahkan dan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini,
Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkat bantuan hukum maka Peraniian Pelaksanaan Bantuan Hukurm ini secara
langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebsjakan
terasbut.



DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk
menendatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesuai dengan ketentuan pemturan perundang-undangan, peranjian ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyal kekuatan hukum

yang sama dan mengkat bagi para pihak, rmangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai

kebutuhan tanpa dibubuhi meterai,

PIHAK KESATU
KEFALA KANTOR WILAYAH
EMENTERIAN HUKLIM SULAWES

=ae

PIHAK KEDUA
DIREKTUR/KETUA YAYASAN

KOMUNITAS PEDULI PEREMPLIAN DAN
ANAK SULTENG

ADRIANI

10



LAMPIRANM RINCIAN ANGGARAN
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTLAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SULAWES| TENGAH

DENGAM
YAYASAN KOMUNITAS PEDULIPEREMPUAN DAN ANAK SULTENG
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